PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP JURU PARKIR LIAR DI







Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dalam penulisan skripsi ini 
dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Penegakan hukum pidana terhadap juru parkir liar di Kota Magelang 
dilakukan oleh Polres Magelang Kota berkerja sama dengan Dinas 
Perhubungan Kota Magelang belum mampu menghentikan juru parkir liar 
dikarenakan sanksi yang diberikan termasuk ringan. 
2. Hambatan yang ditemui dalam penegakan hukum pidana terhadap juru 
parkir liar di Kota Magelang dari kedua instansi tersebut adalah kurangnya 
koordinasi kerja sama yang terorganisir dengan baik dalam pelaksanaannya. 
Sehingga kinerja di lapangan dari kedua instansi tersebut lambat.  
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memiliki beberapa saran yaitu: 
1. Diharapkan untuk memberikan sanksi pidana yang tegas kepada juru parkir 
liar yang tertangkap, sehingga dapat memberikan efek jera. 
2. Diharapkan kedua instansi yaitu Polres Magelang Kota dan Dinas 
Perhubungan Magelang Kota melakukan perbaikan yang serius dalam 
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Peraturan Perundang – Undangan : 
Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) yang telah diamandemen 
menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. 
Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan 
Jalan Pasal 43 Ayat (1), (2), (3), (4) dan Pasal 43. 
Peraturan Daerah Kota Magelang nomor 15 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 
Fasilitas Parkir Pasal 1 angka 9, 10, 11, 14, 16, 17, Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat 
(1), Pasal 10 angka 4 Pasal 39 ayat (1). 
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